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ABSTRAK 

Harta adalah suatu penopang kehidupan setiap umat manusia.Hukum Islam 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghormati dan melindungi 
kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap 
harta sebagai hak yang suci.Pencurian pada saat bencana alam merupakan 
pencurian yang diatur pemberatan dalam KUHP. Hal ini berarti di dalam KUHP 
BAB XXII telah mengatur secara tegas tindak pidana pencurian berdasarkan situasi 
dan kondisi dalam proses pencurian tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam tidak 
membagi pencurian secara rinci mengenai hal tersebut.Hukum Islam mengatur 
tindak pidana pencurian secara umum yang telah diatur dalam al-Qur’an dan 
hadis.Dari uraian diatas muncul pokok masalah yang harus diketahui jawabannya 
yaitu bagaimana asas legalitas tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, 
serta bagaimana sanksi pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana 
Islam dan hukum pidana positif. 

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa 
pustaka (library research), yaitu dengan menggunakan teknik dokumen/studi 
kepustakaan.Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.Setelah 
terkumpul data-data tersebut dilanjutkan dengan analisis memakai teori sanksi 
hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian pada saat bencana 
alam menurut hukum pidana Islam belum mengatur secara rinci.Apabila pencurian 
tersebut memenuhi unsur-unsur pencurian dan dilakukannya tindakan tersebut 
dalam keadaan yang sedang tidak aman maka hukuman yang dijatuhkan kepada 
pelaku pencurian tersebut diperberat yaitu potong tangan.Sementara menurut 
hukum pidana positif sudah mengatur secara rinci yang terdapat dalam pasal 363 
KUHP ayat 1 item 2 yang diancam penjara paling lama tujuh tahun.Adapun 
persamaan tujuan diberlakukannya hukuman tersebut dengan tujuan dapat memberi 
efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut dan juga memberikan keamanan 
bagi semua masyarakat serta memberikan kedamaian dan keamanan untuk 
melindungi kepentingan masyarakat.Kemudian ada perbedaan mengenai pencurian 
pada saat bencana alam yaitu hukum pidana Islam sendiri masih ada perbedaan 
pendapat para ulama mengenai sanksi hukuman batas sanksi pemotongan tangan. 
Sedangkan hukum pidana positif sudah jelas diatur dalam KUHP pasal 363 ayat 1 
item 2. Berdasarkan pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun bagi pelaku tindak pidana pencurian. 

 Kata kunci:Tindak Pidana Pencurian, Kondisi Bencana Alam, Hukum 
Pidana Islam, Hukum Pidana Positif.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 
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A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Ṡā Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H̩ā’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā’ Kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Źāl Ż Set (dengan titik di atas) ذ

 Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣād Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 T̩ā’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Z̩ā’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ʻ koma terbalik di atas‘ ع

 - Gain G غ

 - Fā’ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mim M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā H ه

 Hamzah ʻ Apostrof ء

 - Yā’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis Ahmadiyyah  احَْمَدِيَّة

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

 ditulis jamā’ah جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

ةُ الأْوَْليِآَءكَرَامَ   ditulis karāmatul-auliyā’ 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 
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E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis ā,i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan tanda (-) hubung di atasnya 

F. Vokal-vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis Bainakum بيَْنكَُم

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis Qaul قوَْل

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan 

Apostrof (ʻ) 

 ditulis A’antum أأَنَْتمُْ 

 ditulis Mu’annaś مُؤَنَّث

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān الْقرُْآن

 ditulis Al-Qiyās الْقيِاَس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

مَاء  ’ditulis As-samā   اسََّ

 ditulis Asy-syams  الَشَّمْس

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD 

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

 ditulis Żawi al-furuḍ ذَوِى الْفرُُض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 
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 ditulis ahl as-Sunnah  اهَْلُ السُنَّة

سْلاَم  ditulis Syaikh al-Islām  شَيْخُ الاِْ
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KATA PENGANTAR 

  

 

وأشهد أنّ محمّدا عبده  الحمد الله ربّ العالمين اشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له

 ورسوله اللّهمّ صلِّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, puji syukursaya panjatkan kepada Allah swt atas segala 

nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad saw, manusia sempurna yang harus dijadikan teladan dalam 

mengarungi kehidupan ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir 

kelak.Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya saya dapat  

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Asas Kepastian Hukum 

Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam Studi Komparasi 

Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” untuk memenuhi sebagian 

syarat memperoleh gelar sarjana strata satudalam ilmu Hukum Islam (S-1) pada 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk 

hidup.Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut 

benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian Islam tidak 

menghalalkan seseorang merampas hak orang lain dengan dalih apapun. Islam telah 

mengharamkan mencuri, meng-ghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi 

timbangan, menyuap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan 

mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. 

Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram.1 

Di dalam kehidupan masyarakat adanya hukum yang harus dipatuhi.Hukum agar 

dapat dipatuhi dengan baik membutuhkan suatu kepastian.Kepastian di dalam hukum 

ini yang disebut dengan kepastian hukum.Hukum tidak dapat menjadi hukum yang 

adil tanpa adanya kepastian hukum.Pentingnya kepastian hukum ini menjadikannya 

sebagai asas yang melekat dalam masyarakat.Asas kepastian hukum ini sering juga 

disebut dengan asas legalitas. 

Dengan demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-

undang”.Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anslem Van 

                                                           
1 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah. (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), hlm. 329. 
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Voirbacht(1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya 

Lehrbuch des penlichen recht pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, yang 

dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam 

bahasa Latin berbunyi: nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum 

crimine sine poena legali.Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkanoleh 

Feuerbach menjadi nullum delictum, nulla poena sine pravevia legi 

penali.Penerapannya di Indonesia dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali 

berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana”.2 

Adapun istilah asas legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas 

bagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Positif.Dengan 

demikian bukan berarti syari’at Islam (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas 

legalitas.Meskipun asas legalitas tidak ditentukan secara tegas dalam hukum pidana 

Islam, namun secara substansial terdapat ayat al-Qur’an dan kaidah yang 

mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam.3 

Dasar hukum asas legalitas hukum pidana Islam adalah sebagai berikut: 

 Firman Allah swt: 

 وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

                                                           
2Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: 

Erlangga, 2009), hlm. 7. 
 
3 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 

hlm. 22. 
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3وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ F

4 
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ayat al-Qur’an tersebut di 

ataskemudian para fuqaha merumuskan kaidah hukum Islam yang diambil dari 

substansi ayat tersebut di atas, seperti berikut ini: 

 لاحكم لافعال العقلاء قبل ورود النص

4لاجريمة ولاعقوبة إلا باانص F

5 
Dengan perkataan lain perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin 

dikatakan dilarang, selama belum ada nas (ketentuan) yang melarangnya, dan 

mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, 

sehingga ada nas yang melarang. 

Aturan pokok lain berbunyi sebagai berikut: “pada dasarnya semua perkara dan 

semua perbuatan dibolehkan”. Dengan kata lain, semua perbuatan dan semua sikap 

tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli, artinya bukan kebolehan yang 

dinyatakan oleh syara’. Jadi selama belum ada nas yang melarang maka tidak ada 

tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat. 

Kesimpulan dari aturan pokok tersebut ialah bahwa suatu perbuatan atau sikap 

tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimahkecuali karena adanya nas yang 

                                                           
4 Al-An’am (6): 19 
5Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,hlm. 24.  
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jelas dan yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada 

nas yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas 

pelakunya.6 

Hukum pidana Islam telah mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap 

tindak pencurian.Pencurian dalam Islam dikenal dengan sariqahyang berarti 

mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui 

pemiliknya) dengan tipu daya. Dalam hukum pidana Islam definisi yang 

dikemukakan oleh Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, pencurian menurut syara’ 

adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil 

dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai 

syarat. Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur 

dapat dikatakan jarimah pencurian yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang 

diambil berupa harta, barang tersebut milik orang lain dan adanya sifat melawan 

hukum.7 

Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua: pencurian 

kecil dan pencurian besar. Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah 

                                                           
6 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 58. 
 
7 Nurul Irfan dan Masyrofah,Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 100. 
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pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah 

pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.8 

Pencurian yang diancam dengan ta’zīrada dua macam: 1. Pencurian yang 

diancam dengan had namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had 

lantaran ada syubhat; 2. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun 

tidak atas dasar kerelaan pemiliknya juga tidak menggunakan kekerasan.9 

Sariqahmerupakan salah satu bentuk kejahatan apabila mencapai satu niṣāb 

maka dihukum dengan hukuman potong tangan. Dasar penghukuman bagi pencuri 

dalam hukum pidana Islam terdapat dalam firman Allah swt: 

9الله واالله عزيز حكيموالسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من ا F

10 
Hukuman potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan 

syarat dan rukun yang sangat ketat.Syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu 

pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang.Syarat yang 

berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil 

barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan, barang yang dicuri telah 

keluar dari penyimpanan, barang curian telah di tangan pencuri secara penuh.Syarat 

                                                           
8A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 71 
 
9Ibid. 
 
10Al-Maidah (5):  38. 



6 

 
 

yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan 

bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (niṣāb).11 

Apabila pencurian barang yang dicuri tersebut tidak mencapai niṣāb, maka tak 

ada hukuman potong tangan, tetapi digantikan dengan hukuman ta’zīr.12Ta’zīr 

menurut istilah adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu 

didalam al-qur’andan hadits yaitu berupa memberi pelajaran dan diserahkan kepada 

hakim atau penguasa.13 

Mushannif juga menerangkan tentang syarat hukuman potong tangan dengan 

melihat kepada barang yang dicuri dalam perkataannya, bahwa sekiranya pencuri itu 

mencuri barang 1 niṣāb yang nilai harganya seperempat dinar, artinya benda tersebut 

dalam keadaan murni sudah tercetak atau mencuri sekedar barang yang sudah 

dicampur dan nilai kemurniannya mencapai seperempat dinar yang sudah tercetak 

atau telah sampai harga seperempat dinar dari tempat yang biasanya barang 

disimpan.14 

Kemudian kaitannya dengan hukumpencurian pada saat bencana alam yaitu 

bisa dikenakan hukuman ḥudūdapabila pelaku pencuri tersebut tidak mengalami 

kondisi bencana seperti yang telah dialami oleh korban pelaku juga bisa dikenakan 

                                                           
11Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, hlm. 146. 
 
12 Abdur Rahman I.Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 

hlm. 65. 
 
13 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, hlm. 161. 
 
14Imron Abu Umar, Terjemah Fat-hul Qarib, (Kudus: Menara, 1983), II: 146. 
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hukumanta’zīr apabila si pelaku tersebut mengalami kondisi bencana yang sama 

dengan korbannya. Jadi hukuman pencurian pada saat bencana alam menurut hukum 

pidana Islam dilihat dari situasi dan kondisi bagaimana pelaku pencurian dan 

korbannya. 

Sedangkan dalam hukum pidana positif (Indonesia) telah menetapkan tindak 

pidana pencurian pada saat bencana alam sebagai tindak pidana tertentu yang harus 

diberatkan pidananya daripada pencurian biasa.Ketentuan tersebut berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363.15 

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana ini ialah pencuri 

pada saat bencana alam dapat dipidana melampui atau di atas ancaman maksimum 

pada tindak pidana yang bersangkutan, sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas 

dalam tindak pidana tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku 

pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan dan tidak berlaku 

pada tindak pidana lain.16 

Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat 

semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur 

khususnya yang bersifat memberatkan.Unsur khusus yang memberatkan inilah yang 

dimaksud dengan dasar pemberatan pada pidana khusus.Unsur khusus ini berupa 

                                                           
15Pasal 363 KUHP. 
 
16 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 

hlm. 88. 
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unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-unsur tindak pidana jenis yang 

bersangkutan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang 

berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya.Jadi 

untuk membuktikan tindak pidana jenis itu yang diperberat haruslah membuktikan 

unsur-unsur yang ada dalam rumusan bentuk pokoknya terlebih dahulu, haruslah 

membuktikan adanya unsur khusus dari bentuk yang diperberat.17 

Sebagai ilustrasinya, suatu daerah sedang dalam keadaan tertimpa musibah/ 

bencana alam, kondisi tersebut membuat banyak warga yang trauma, panik, dan 

melarikan diri karena takut.Dengan keadaan seperti itu seseorang pasti pergi ke 

tempat yang aman dan tidak memikirkan hartanya untuk menyelamatkan 

jiwanya.Pada situasi tersebut dijadikan kesempatan oleh pencuri untuk melakukan 

perbuatan pencurian. 

Ilustrasi tersebut menggambarkan peristiwa terjadinya pencurian pada saat 

bencana alam.Berkaitan dengan hal itu, maka pemidanaan yang difoniskan tentunya 

perlu ada ketegasan/kepastian.Mengingat pelaku pencurian dilakukan dengan 

memanfaatkan kondisi yang sedang tidak normal. 

Berdasarkan paparan latar belakang, penyusun tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai asas kepastian hukum yang menjdi landasan oleh hakim untuk 

menjatuhkan hukuman ta’zīr bagi pelaku tindak pidana pencurian pada saat bencana 

                                                           
17Ibid., hlm. 90. 
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alam, dan asas kepastian hukum dalam tindak pidana pencurian pada saat bencana 

alam menurut hukum positif (Indonesia). 

B. Rumusan Masalah  

Setelah memperlihatkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang perlu diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuanumum tindak pidana pencurian pada saat bencana 

alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif? 

2. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi tindak pidana pencurian 

pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana 

positif? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari pembahsan skripsi ini adalah sebagai beriku: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan asas kepastian hukum sanksi 

dan barang yang dicuri tindak pidana pencurian pada saat bencana alam 

menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan asas kepastian hukum 

sanksi dan barang yang dicuri tindak pidana pada saat bencana alam 

menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan khususnya tentang asas kepastian hukum sanksi dan barang 
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yang dicuri tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut 

hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

wawasan kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan sistem dan 

pranata sosial yang adil dan bermaslahah. 

D.  Telaah Pustaka 

Dalam penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka sangat penting dalam rangka 

menambah wawasan terhadap masalah yang dibahas oleh penulis dan sebelum 

penulis melakukan langkah yang lebih jauh guna untuk memastikan bahwa asas 

kepastian hukum sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam studi 

komparasi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif belum pernah diteliti atau 

dibahas. Tetapi dalam permasalahan pencurian secara umum sudah banyak literatur-

literatur yang telah membahasnya seperti yang ditulis oleh Ulil Absor berjudul 

“Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Bencana Alam Analisis Hukum Pidana 

Islam”18 yang membahas hanya tentang unsur tindak pidana hukum Islam, selain itu 

skripsi tersebut hanya menganalisa tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, 

bukan perbandingan yang membandingankan hukum pidana Islam dan hukum pidana 

positif. 

                                                           
18 Ulil Absor, “Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Bencana Alam (Analisis Hukum Pidana 

Islam Terhadap Pasal 363 Ayat (1) Item 2 KUHP”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 
Negeri Walisongo, Tahun (2009). 
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Skripsi yang disusun oleh Aditya Widyatmoko dengan judul “Komparasi Asas 

Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP)”19.Skipsi ini membahas tentang bagaimana unsur asas legalitas dalam 

hukum pidana Islam dan kitab undang-undang hukum pidana serta persamaan 

perbedaan dari asas legalitas tersebut.Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang 

penyusun tulis adalah dalam obyeknya, dimana penyusun lebih memfokuskan 

bagaimana penerapan asas legalitas/asas kepastian hukum untuk tindak pidana 

pencurian pada saat bencana alam.Selain itu dalam skripsi tersebut hanya membahas 

atau membandingan dasar-dasar asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan hukum 

pidana. 

Skripsi yang disusun oleh Srinia Afriani yang berjudul “Pencurian Pada Saat 

Bencana Alam Prespektif Hukum Islam”.20Skripsi ini membahas tentang pencurian 

pada saat bencana alam yang terjadi di Banda Aceh dan bagaimana unsur-unsur atau 

kronologi pencurian tersebut.Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penyusun 

tulis adalah skripsi ini menganalisi kronologi Pengadilan Banda Aceh terkait 

pencurian pada saat bencana alam menurut prespektif hukum Islam, dimana penyusun 

lebih memfokuskan bagaimana perbandingan sanksi antara pencurian pada saat 

bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. 

                                                           
19 Aditya Widyatmoko, “Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 
(2010). 

 
20 Srinia Afriani, “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi 

Fakultas Hukum dan Syari’ah Universitas Ar-Arniry Darussalam, Tahun (2017)  
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Artikel disusun oleh M Dipo Syahputra Lubis yang berjudul “Perbandingan 

Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana 

Islam”.21Jurnal tersebut membahas tentang perbedaan unsur-unsur tindak pidana 

pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif, serta hal-hal yang menggugurkan 

hukuman tersebut.Jurnal ini berbeda dengan peneltian yang penyusun tulis dimana 

penyusun lebih memfokuskan terhadap asas kepastian hukum dalam tindak pidana 

pencurian pada saat bencana alam, yang memperhitungkan faktor apasaja yang 

mempengaruhi asas penerapan tersebut sehingga hukuman yang diterapkan berbeda. 

E. Kerangka Teoretik 

 Skripsi ini dapat tersusun dengan baik, perlu adanya kerangka teori untuk 

mendukung keakuratan dan kekuatan serta yang berkaitan dengan objek yang diteliti 

sebagai landasannya.Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

sebuah keilmuan pasti memiliki landasan. Bagi penyusun ada beberapa teori yang 

dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Sanksi Jarimah Pencurian 

a. Hukuman Ta’zīr 

Hukuman yang tidak ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu 

didalam al-Qur’an dan hadis yaitu berupa memberi pelajaran dan 

diserahkan kepada hakim atau penguasa. 

                                                           
21 M Dipo Syahputra Lubis, “Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana 

Nasional dan Hukum Pidana Islam, “JurnalMahupiki Vol 2 No 1 Fakultas Hukum Universitas Sumatra 
Utara, Tahun (2013). 
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b. Hukuman potong tangan 

Hukuman potong tangan ini merupakan hukuman yang pokok untuk 

jarimah pencurian. Ketentuan ini berdasarkan firman Alah dalam surat al-

Maidah (5) ayat 38. 

Pencurian dalam dalam hukum Pidana Islam, sebagaimana yang diatur 

dalam al-Qur’an dan hadis.Teori di atas sudah menunjukkan sanksi bagi 

pelaku pencurian dalam hukum pidan Islam. 

2. Teori Absolut 

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para 

pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan 

terhadap orang lain atau anggota masyarakat, jadi beroirentasi pada perbuatan itu 

sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi itu demi 

kesalahannya.22 

Berangkat dari kedua teori tersebut, dimaksudkan sebagai alat untuk 

menganalisis pembahasan tentang ketentuan tindak pidana pencurian pada saat 

bencana alam dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat 

dengan main-main atau bergurau, tidak pula menciptakannya dengan 

                                                           
22 Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 

4.  
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sembarangan (Sungguh Maha Suci Allah dari semua hal seperti ini), namun 

Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar 

dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, 

sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi. 

Pembahasan teori tema ini, yang menjadi titik fokus adalah sanksi dan barang 

yang dicuri.Hukum Islam menjelaskan bahwa sanksi hukuman potong tangan 

adalah hukuman yang tertinggi bagi pencurian.Sanksi potong tangan dalam arti 

majāzi (potong kemampuan) atau penjara dalam konteks hukum Indonesia, 

merupakan bentuk sanksi yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam.Hal ini 

didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menghukum potong tangan 

bagi pencuri, juga adanya penafsiran qat’u al-yad yang artinya potong 

kemampuan atau kekuasaan.Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan syara’ jika 

dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi pelaku sekaligus mendidik bagi 

masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat. 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah carakerja untuk memahami, mengumpulkan, 

menganalisis, menafsirkan, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-

fakta objektif yang dinyatakan dalam rumusanmasalah. Dalam skripsi ini, digunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur/kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan 

dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang 

lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi yaitu Asas Kepastian Hukum 

Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan skrispi ini 

adalah deskriptif komparatif.Dalam penelitian ini penyusun 

menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang asas kepastian hukum 

sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, serta penerapan 

asas tersebut.Kemudian komparatif yaitu upaya membandingkan 

penerapan asas kepastian hukum sanksi tindak pidana pencurian pada 

saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana 

positif, kemudian dicaripersamaan dan perbedaan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skrispi 

ini adalah pendekatan yuridis-normatif.Pendekatan yuridis digunakan 

untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pencurian pada saat 

bencana alam dalam hukum pidana Indonesia lebih tepatnya KUHP Pasal 

363.Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah 

ketentuan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut 
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hukum pidana Islam.Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma 

hukum terdapat dalam ajaran Islam berupa al-Qur’an dan al-hadis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam 

teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan sekunder 

sebagai berikut: 

a. Bahan Primer 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul 

asas kepastian hukum tindak pidana pada saat bencana alam 

adalah KUHP (pidana) tentang pencurian pada saat 

bencana,dan al-Qur’an, al-hadis. 

b. Bahan Sekunder 

 Bahan pendukung atau sekunder yang digunakan 

penulis dalam skripsi ini berupa beberapa buku, kitab fikih, 

jurnal, artikel, serta skripsi yang berhubungan dengan objek 

penelitian, yaitu ketentuan pencurian pada saat bencana alam. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data. 
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Analisis data dalam penyusun skripsi ini adalah penelitian 

kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif.Analisis 

deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah 

umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat 

khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran tindak pidana 

pencurian pada saat bencana alam menggunakan teori-teori bersifat 

umum yang dapat dianalisi sehingga menghasilkan data yang bersifat 

khusus. Selanjutnya melakukan analisis komparatif dengan menganalisis 

data dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lainnya 

untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam 

dan hukum pidana positif. Dimana dalam menemukan antara persamaan 

dan perbedaan menggunakan cara penelusuran melalui pendekatan 

penelitian, yaitu akan dikaji menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam. Sehingga 

dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan 

persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana pencurian pada saat 

bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Agar penulisan ini dapat mengarah pada suatu tujuan penulisan, maka disusun 

sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari 5(lima) bab yang masing-masing 

menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang saling 
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melengkapi dan berhubungan. Adapun secara lebih rinci sistematika penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

 Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentangasas legalitas menurut hukum pidana 

Islam dan hukum pidana positif, dimana bab ini dijelaskan pengertian asas legalitas, 

dasar-dasar hukum asas legalitas. 

 Bab ketiga, berisi tentang pencurian pada saat bencana alam menurut hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif.Bab ini mencakup pengertian pencurian, 

dasar-hukum pencurian, unsur-unsur pencurian, baik dari hukum pidana Islam 

maupun hukum pidana positif tentang sanksi tindak pidana pencurian pada saat 

bencana alam. 

 Bab keempat, mengkomparatifkan antara penerapan kedua asas kepastian hukum 

pencurian pada saat bencana alam, dengan melihat persamaan dan perbedaan dari 

kedua asas kepastian hukum tersebut. 

 Bab kelima, berisi penutup.Terdiri dari kesimpulan dan saran.Kesimpulan 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.Selain 

itu, saran-saran masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih 

lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca 

yang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya, dalam bab ini penyusun akan memaparkan beberapa kesimpulan 

antara lain yaitu: 

1. Asas legalitas hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus 

mengenai tindak pidana pencurian pada saat bencana alam. Dalam 

hukum pidana Islam pencurian yang memenuhi rukun dan syarat akan 

dijatuhi hukuman had yaitu potong tangan. Pencurian pada saat 

bencana alam jika memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat maka 

akan dijatuhi hukuman ḥudūd. Pencurian yang tidak memenuhi rukun 

dan syarat untuk dijatuhi hukuman ḥudūd maka akan dijatuhi hukuman 

ta’zīr (denda pengganti atau kurungan). Sedangkan asas legalitas 

hukum pidana positif telah mengatur secara spesifik tentang pencurian 

yang sudah dijelaskan didalam KUHP pada bab XXII. Pada bab 

tersebut sudah mejelaskan bentuk pencurian serta hukumannya. Seperti 

KUHP pasal 363 ayat 1 item 2, berdasarkan pasal tersebut diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi pelaku tindak 

pidana pencurian. 

2. Ketentuan hukum pada hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 

adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat 

serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat serta untuk 
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menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi 

kesalahan yang sama. Tindak pidana pencurian pada saat bencana 

alam, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memberlakukan 

hukuman dengan tujuan dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak 

pidana tersebut dan juga memberikan keamanan bagi semua 

masyarakat. Kedua hukum pidana tersebut antara hukum pidana Islam 

dan hukum pidana positif sama-sama memperberat hukumannya. 

Kemdian perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana 

positif yaitu, hukum pidana Islam tidak menjelaskan pencurian secara 

rinci atau spesifik sedangkan hukum pidana positif menjelaskan secara 

jelas rinci mengenai tindak pidana pencurian. 

B. Saran-saran 

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang 

penelitian tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, selanjutnya 

penulis memberikan hal atau saran sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta 

melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk 

menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana 

khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang 

dilakukan penyusun ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya 

masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penyusun berharap 

agar penelitian yang lain mampu melanjutkan kembali serta 
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menambahkan dan menyempurnakan yang menjadi kekurangan 

penyusun dalam penelitian ini. 

2. Penyusun berharap agar para penegak hukum di Indoneisa dalam 

menangani perkara atau memberantas kejahatan tanpa tebang pilih dan 

haruslah bijaksana sesuai aturan yang berlaku. Supaya pelaku tindak 

pidana kejahatantidak terjadi lagi. Khususnya bagi para hakim dalam 

menangani kasus-kasus yang dihadapinya harus mempertimbangkan 

apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta dengan selalu 

mejunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mengingat akhir-akhir ini nama 

penegak hukum masih kurang dipercaya oleh masyarakat yang 

disebabkan oleh oknum penegak hukum itu sendiri. 

Ketetuan seorang hakim baik dalam hukum pidana Islam maupun 

hukum pidana positif pada proses pengadilan sengatlah menentukan nasib 

seseorang yang dihukum. Dalam perkara tindak pidana pencuria pada saat 

bencana alam meskipun telah diundangkan dalam kedua hukum tersebut, 

namun hakim yang tetap memegang keputusan.Untuk itu, diperlukan 

hakim yang adil dan bijaksana agar tidak terjadi kesalahan dan tepat dalam 

mengambil suatu keputusan. 
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